BAB III
MAHAR AL QUR’AN DAN CERAI GUGAT (KHULU’) DALAM HUKUM

ISLAM

A. Pendapat Imam Madhab tentang Mahar al Qur’an
1. Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah dari madhab Hanafiy, berpendapat bahwa mahar
adalah kewajiban tambahan dalam akad nikah, sama statusnya dengan
nafkah. Mahar mengajarkan al-Qur’an atau melayani istri menurut Imam
Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafiy dalam kitab Syarh Fath al Qadir
yaitu :
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“Jika seseorang yang merdeka menikah dengan mahar akan melayani istri
1 tahun atau mengajarinya al-Qur’an, maka bagi istri adalah mahar mitsil.
Muhammad berkata: bagi istri tersebut adalah harga pelayanan. Jika
seorang hamba sahaya menikah dengan izin tuannya dengan mahar
melayani istri selama 1 tahun, maka diperbolehkan dan bagi istri
mendapat pelayanan suami tersebut”.

Penjelasan dari kitab di atas adalah jika seseorang yang merdeka,
menikah dengan mahar akan melayani istri selama satu tahun atau
mengajarinya al-Qur’an, maka bagi istri adalah mahar mithil.

Pendapat hukum mengajarkan al-Qur’an sebagai mahar menurut

Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafiy dengan mengutip Imam Abu

! Imam Kamal ibn Muhammad ibn ‘Abdu al Rahim al Ma’ruf ibn al-Humam al-Hanafiy,
Syarh Fathu al-Qadir, Juz 3, (Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyabh, tt), 326.
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Hanifah yaitu bahwa mengajarkan al-Qur’an sebagai mahar adalah fasad

(rusak) dan harus mengganti mahar mithil. Alasan hukumnya terdapat

dalam kitab Syarh Fathul Qadir karangan Imam Ibn al-Humam, sebagai

berikut:
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“ Menurut Abu Hanifah, sesungguhnya yang asli diwajibkan adalah mahar
mithil karena mahar mitsil itu yang paling adil, dan kalaupun ada yang
mengadakan perpindahan memilih tidak memakai mahar mithil itu
dibolehkan ketika mereka telah memilih mahar musamma, menurut Abu
Hanifah itu tidak sah atau rusak karena tidak jelas”.

Dasar Imam Kamaluddin ibn al-Humam al-Hanafiy dalam
mengajarkan al-Qur’an sebagai mahar diganti dengan mahar mithil adalah

dalam firman Allah QS. an-Nisa’ ayat 24:
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“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali
budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu)
sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan Dihalalkan bagi kamu selain yang
demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini
bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati
(campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan

sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu
terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah

? Ibid., 339.
3 Al Qur’an, 4: 24.
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menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha
Bijaksana”.}

Fungsi kata &7 pada kalimat b7 amwalikum dalam ayat ini
menunjukkan memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dengan jalan
mengganti, yaitu dengan membayar mahar.

Sejalan dengan Abu Hanifah, menurut al-Kasaniy yang juga dari
madhab Hanafly menyebutkan bahwa mahar merupakan ganti
kepemilikan manfaat. Suami berhak mendapat manfaat dari isteri,
dengan terjadinya transaksi (ijab dan qabul). Suami harus membayar
mahar untuk mendapat hak manfaat ini.

‘Ulama’ Hanafiyyah mengatakan jika laki-laki menikah dengan
mahar manfaat benda berupa menghuni rumah miliknya (laki-laki),
menaiki hewannya, mengangkut barang bawaan di atas untanya,
menanam di lahannya selama kurun waktu tertentu, maka penyebutan
mahar sah dan perempuan berhak mendapatkan manfaat yang telah
disebutkan. Hal ini tidak ada perselisihan.’

Ukuran minimal mahar mithil menurut Abu Hanifah adalah
sepuluh dirham®, jika lelaki menikah dengan mahar berupa benda yang
dapat diukur, ditimbang, atau dihitung sedangkan harganya pada waktu

akad setara dengan 10 dirham atau lebih, kemudian harganya berkurang di

*Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta:
CV Darus Sunnah, 2002), 83.

> Wahbah al-Zuhailiy, a/-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Juz IX, (Beirut Libanon: Dar al
Fikr, tt), 6758.

% Al Hanafiy, Syarh Fath al Qadir, 335.
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bawah 10 dirham sebelum diserahkan, maka perempuan tidak memiliki
hak untuk menuntut lebih, karena yang dianggap adalah harga di saat
akad. Adapun jika lelaki menikah dengan mahar benda yang harganya
setara 8 dirham di saat akad, maka perempuan menuntutlah dua sisanya,
meski harganya di saat penyerahan naik menjadi 10 dirham. Dasar
hukumnya adalah hadits yang diriwayatkan dalil yang diriwayatkan oleh

al-Dar Qutni dan al-Baihaqiy sebagai berikut:
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“Dari Jabir ibn Abdullah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Jangan
nikahkan wanita kecuali sekufu’ dan jangan mengawinkan wanita kecuali
para walinya, dan tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham”.
Menikah dengan mahar manfaat maknawi (manfaat bersifat
abstrak) seperti mengajar al-Qur’an, figh, ilmu agama yang lain, atau
mengajar halal-haram sesuatu, merupakan pendekatan kepada Allah yang
tidak boleh memberikan uang sewa atas pengajaran itu, maka terdapat
perselisihan pendapat. Tiga imam Hanafiyah (Abu Hanifah, Abu Yusuf,
Muhammad bin Hasan al-Syaibani) berpendapat bahwa al-Qur’an dan

hukum-hukum agama tidak boleh dijadikan pengajaran sebagai imbangan

harta sehingga tidak sah untuk dijadikan mahar, namun darinya wajib

7 Ahmad bin al-Husain bin ‘Ali bin Musa Abu Bakr al-Baihaqiy, Sunan al-Baihagqiy al-
Kubra, Juz VII, (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz, 1994), 240.
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dibayar mahar mitsil, karena ia merupakan manfaat yang tidak bisa
mengimbangi harta (tidak bisa dihitung dengan uang).®

Terkadang memberi fatwa tentang diperbolehkannya mengambil
gaji atas pengajaran al-Qur’an dan ilmu-ilmu agama karena darurat,
karena terkadang tidak ditemukan orang yang mengajarkan ilmu-ilmu
agama padahal hal itu wajib atas kaum muslimin.

Kaidahnya adalah sesuatu yang patut mendapatkan upah sah
dijadikan mahar, karena upah merupakan harta yang memiliki harga yang
bisa menjadi mahar. Berdasarkan hal ini, boleh memfatwakan keabsahan
menjadikan pengajaran al-Qur’an dan figh sebagai mahar secara pasti.
Sebagian ulama menentang pendapat itu dari sisi yang lain, yakni dengan
melihat bahwa dengan demikian laki-laki akan menjadi pembantu
perempuan, sedangkan pembantu lelaki merdeka terhadap perempuan
diharamkan maka tidak bisa menjadi mahar. Penentangan ini tidak ada
arti apa-apa, karena seorang pengajar al-Qur’an dan ilmu tidak bisa
disebut sebagai pembantu, bahkan secara ‘urfi ia disebut sebagai tuan.’

Mahar selain pengajaran, seperti menikah dengan mahar ketaatan
laki-laki terhadap perempuan yang mana ketaatan tersebut tidak boleh
diberi upah seperti menikah dengan mahar laki-laki menjadi badal haji

perempuan maka tidak sah dan bagi perempuan ditetapkan mahar mithil.

¥ al-Zuhaily, al Figh al Islami, 6768.48

® <Abdurrahman al Jaziriy, Kitab al Figh ‘ala Madhahib al ‘Arba’ah, Juz IV, (Beirut
Libanon: Dar al Kutub al-Ilmiyah, 1990), 98.
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Lelaki menikah dengan perempuan dengan mahar berupa menalak seorang
perempuan tanpa disertai dengan harta maka sama juga tidak sah dan bagi
perempuan ditetapkan mahar mithil, begitu pula jika lelaki menikah
dengan mahar berupa menjadi pelayan perempuan sedangkan dia adalah
orang merdeka dan bukan seorang hamba sahaya, maka tidak sah.'

Suami memiliki hak bertindak atas perempuan, jika dia menjadi
pembantu perempuan, maka lelaki dianggap remeh jika perempuan
mempunyai hak menggunakan lelaki seperti tuan menggunakan
hambanya. Hal ini tidak diperbolehkan, berbeda jika memang lelaki
tersebut adalah hamba sahaya dan perempuan rela lelaki tersebut menjadi
suaminya, maka sah lelaki tersebut menikah dengan perempuan tersebut
dengan mahar menjadi pelayan bagi perempuan tersebut, karena sifat
kepelayanan sudah melekat pada lelaki itu, maka tidak ada penghalang
untuk melayani isterinya.

Pelayanan yang tidak dianggap hina, menikah dengan mahar
menanamkan tanaman bagi perempuan di tanah milik perempuan itu
sendiri, atau menggembalakan kambing milik perempuan selama waktu
tertentu, maka hal ini sah untuk menjadi mahar, menurut pendapat yang
benar. Para ulama menyatakan dalam pembahasan ijarah (sewa
orang),anak tidak boleh menyewa ayahnya untuk menjadi pembantu,
tetapi boleh menyewanya untuk menggembala, bertani karena tidak ada

kehinaan sama sekali.

1 Ibid., 49.
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Pelayanan yang tidak hina pula, menikah dengan mahar
menggembalakan kambing ayah si perempuan seperti yang terjadi pada
Nabi Musa a.s. dengan mertuanya yakni Nabi Syu’aib a.s. yang telah
dikisahkan oleh Allah dalam al-Qur’an. Syari’at kaum sebelum kita
merupakan syari’at bagi kita jika tidak ada nasikh (hukum pengganti).
Keadaan seperti ini, wali mengganti mahar mithil bagi si istri."!

Seorang laki-laki menikah dengan mahar mendatangkan
perempuan lain yang merdeka sebagai pelayan maka mahar sah jika
perempuan yang lain itu rela, jika seorang lelaki menikah dengan mahar
mendatangkan laki-laki lain sebagai pelayan selama waktu tertentu dan
laki-laki lain itu rela, maka mahar demikian ini tidak boleh jika pelayanan
laki-laki lain itu bisa menjadikan fitnah, dengan demikian mahar diganti
dengan harga pelayanan itu.

Mahar dengan mendatangkan laki-laki lain yang tidak ada
kekhawatiran terjadinya fitnah, maka boleh-boleh saja, sedangkan jika
laki-laki lain itu tidak rela menjadi pelayan maka mahar ditetapkan harga
pelayanannya. Seorang laki-laki menikah dengan mahar mendatangkan
laki-laki lain sebagai pelayan selama waktu yang tidak ditentukan, dalam
masalah ini juga terdapat perincian yang telah disebutkan yakni boleh jika

tidak ada fitnah dan tidak boleh jika ada fitnah."

" Ibid., h. 99.

2 Ibid.51
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2. Imam Malik

Mahar manfaat seperti pengajaran al-Qur’an dan sebagainya,
menghuni (memanfaatkan) rumah, atau pelayanan hamba sahaya, masih
ada perselisihan pendapat. Imam Malik berkata: pada mulanya manfaat
tidak patut menjadi mahar. Ibnu Qasim berkata: manfaat patut menjadi
mahar meski berhukum makruh. Sebagian ulama Malikiyah
memperbolehkan mahar manfaat tanpa kemakruhan, sedangkan yang
menjadi pegangan, sudah tentu, adalah pendapat Imam Malik.

Ibnu al ‘Arabiy salah satu dari murid Imam Malik, mensahkan
sesuatu yang bermanfaat dijadikan mahar, seperti membolehkan
mengajarkan al Qur’an sebagai mahar, sama dengan pendapat Imam
Syafi’iy dan Imam Ahmad bin Hambal."?

Dalam kitab al-Muwatta’ dijelaskan tentang pemberian mahar
yang berupa ayat al-Qur’an, yaitu:
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" Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Mugqtasid, Juz 11, (Beirut: Dar al
Fikr, 1409 H/1989 M), 20 dan 27.
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“Dari Sahl ibn Sa’id al-Sa’idiy, ia berkata: “Ada seorang wanita
datang kepada Rasulullah saw dengan berkata, “Ya Rasulullah! saya
datang untuk menyerahkan diri kepada tuan (untuk dijadikan istri).”
Rasul memandang wanita itu dengan teliti, lalu beliau menekurkan
kepala. Ketika wanita itu menyadari bahwa Rasul tidak tertarik
kepadanya, maka ia pun duduklah. Lalu salah seorang sahabat beliau
berdiri dan berkata, “Ya Rasulullah! Seandainya tuan tidak
membutuhkannya, nikahkanlah dia dengan saya.” Rasul bertanya,
“Adakah engkau mempunyai sesuatu?” Jawab orang itu, “Demi
Allah, tidak ada apa-apa ya Rasulullah.” Rasul berkata, “Pergilah
kepada sanak keluargamu, mudah-mudahan engkau memperoleh apa-
apa.” Lalu orang itu pergi. Setelah kembali ia berkata, “Demi Allah
tidak ada apa-apa.” Rasulullah berkata, “Carilah walaupun sebuah
cincin besi!” Orang itu pergi kemudian kembali lagi. Ia berkata,
“Demi Allah ya Rasulullah, cincin besipun tidak ada. Tetapi saya
mempunyai sarung yang saya pakai. (Menurut Sa’ad, ia tidak
mempunyai kain lain selain yang ia pakai). Wanita itu boleh
mengambil dari sebagia yang ada padanya.” Rasul berkata, “Apa
yang dapat engkau lakukan dengan sarungmu itu. Kalau engkau
pakai, tentu ia tidak berpakaian,”. Lalu orang itu pun duduk dan lama
termenung, kemudia ia pergi, ketika Rasul melihatnya pergi, beliau
menyuruh agar orang itu dipanggil kembali. Setelah ia datang, beliau
bertanya, “Apakah kamu ada sesuatu dari al Qur’an?”. Maka ia
menjawab, “saya hafal surat ini dan surat ini.” Ia menyebutkan nama
beberapa surat dalam al Qur’an. Rasul bertanya lagi, “kamu dapat
membacanya di luar kepala?” “ya”. Rasulullah saw bersabda;
“Pergilah, sungguh aku akan menikahkan kamu dengannya, dengan
mahar apa yang kamu miliki dari al Qur’an.”(HR. Muslim)

Seseorang menyebutkan suatu manfaat sebagai mahar maka akad
sah menurut pendapat yang menjadi pegangan, dan bagi perempuan
manfaat yang disebutkan sebagai maharnya tersebut. Ini adalah pendapat
yang populer (masyhur). Para ulama malikiyah memandang kepada apa
yang dikatakan Imam Malik, mereka pada awalnya melarang menjadikan

manfaat sebagai mahar. Mereka memandang kepada apa yang dikatakan

" Muslim, Sahih Muslim, jilid 1, (Jakarta: Dar al Ihya’ al Kutub al ‘Arabyah, tt.), 596.
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orang yang memperbolehkan mahar manfaat, maka mereka membiarkan
mahar manfaat jika terlanjur terjadi. ‘Ulama Malikiyyah mengatakan
mahar itu sah berupa benda dari emas, perak, barang dagangan, hewan,
rumah, dan sebagainya.

. Imam Syafi’iy

Imam Syafi’iy memberikan definisi yang lebih terbuka dan jelas
yakni “sesuatu (bisa harta maupun jasa) yang wajib diberikan oleh suami
kepada istri untuk menghalalkan seluruh anggota badannya”.'’ Prinsip
bagi Imam Syafi'iy yaitu asal sesuatu yang dijadikan mahar itu bernilai
dan berharga, maka boleh digunakan sebagai maskawin,'® maka jelas
bahwa mahar berupa jasa atau manfaat (non materi) diperbolehkan. Imam
Syafi’iy, Ahmad, Ishaq, Abu Thaur dan Fugaha’ Madinah dari kalangan
Tabi’in berpendapat bahwa mahar tidak ada batas minimalnya.

Kitab al-Umm karya Imam Syafi’ly menjelaskan masalah
maskawin sebagai berikut: setiap barang yang bisa dijual atau disewakan
dengan suatu harga, maka barang tersebut bisa dijadikan maskawin.
Sebaliknya bila barang itu tidak mempunyai harga dan tidak bisa dijual,
maka barang tersebut tidak layak menjadi maskawin. Suatu barang tidak
boleh dijadikan maskawin, kecuali diketahui adanya, dan benda itu halal

dijual baik dengan tunai atau dengan ditangguhkan.

Al Jaziriy, Kitab al Figh, 99-100.
' bnu Rusyd, Bidayah al Mujtahid, 15.
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Maskawin yang diberikan bisa sedikit dan bisa juga banyak itu
sama saja, dengan demikian boleh orang itu mengawini seorang wanita

dengan maskawin hanya sedirham atau kurang dari sedirham.
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“Syafi'i berkata: Sebuah cincin besi tidak menyamai, yang mendekati dari
sedirham, akan tetapi mempunyai harga yang diperjualbelikan dengan
barang tersebut”.

Pernyataan Imam Syafi’iy di atas menunjukkan bahwa ia tidak
memberi batasan terendah dalam memberikan mahar kepada wanita, yang
penting dalam perspektif Imam Syafi’iy itu mahar mempunyai nilai
harga.

Pendapat Imam Syafi’iy tentang kebolehan perempuan mengawini
laki-laki dengan mahar lelaki itu menjahit kepadanya pakaian atau
membangun baginya rumah atau melayaninya sebulan atau baginya lelaki

itu berbuat suatu perbuatan apa saja atau ia mengajarkan al-Qur’an,

dalam kitabnya al-Umm:

oo 335l 110 Ld sl Ligi Lo oy o e 4aSii o Jpan rooadl3) J8
O3 4l Leg lase L ale ol e O 58 Lgadny of S e Slae Ll Jamy ol 1 e

“Imam asy-Syafi’i berkata: Boleh bahwa wanita itu mengawini seorang
laki-laki untuk menjahit kepadanya pakaian atau membangun baginya
rumah atau melayani sebulan atau lelaki itu berbuat baginya suatu
perbuatan apa saja atau ia mengajarkan al-Qur’an yang disebutkan atau ia
mengajarkan bagi wanita itu seorang budak dan yang serupa dengan ini’.

" Imam Abi ‘Abdu Muhammad bin Idris Asy-Syafi’iy, A/-Umm, Juz V, (Beirut
Libanon: Dar al-Fikr, tt), 64.
" Ibid., 65
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Penjelasan dari kitab di atas adalah Imam Syafi’iy membolehkan
adanya mahar dengan menjahit pakaian, membangun rumah, melayani
sebulan, atau mengajarkan al-Qur’an kepada istri, yang merupakan mahar
jasa. Menurut Imam Syafi’iy, setiap manfaat yang dimiliki dan halal
harganya serta mempunyai nilai kesederhanaan pada mahar itu lebih
beliau sukai. Beliau memandang sunnah, bahwa tidak berlebih pada
mahar."’

Imam Syafi’iy, dalam melakukan pembahasan mengenai mahar
jasa di atas, mengungkapkan beberapa dalil yang tercantum dalam
kitabnya Ahkamu al Qur’an yaitu firman Allah SWT QS. an-Nisa’ ayat
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“Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka,
berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu
kewajiban.”*

Ayat di atas menjelaskan bahwa wajib atas orang yang menikah
lagi mencampuri, memberikan maskawin.> Hadith yang dijadikan

argumentasi Imam Syafi’i mengenai mengenai mahar jasa adalah:
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"% Ismail Yakub, Terjemah al-Umm, Jilid V,( Jakarta: CV. Faizan, 1984), 287.

2 Al Qur’an, 4: 24.

?! Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta:
CV Darus Sunnah, 2002), 83.

* Al-Imam al-Syafi’iy, Ahkamu Qur’an, Terj. Baihaqi Safi’uddin, (Surabaya: PT.
Bungkul Indah, t.t), 194.
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“Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Bayarlah olehmu “alaiq”
(istilah lain untuk mahar). Apakah “alaiq” itu Ya Rasulullah? Nabi
menjawab: sesuatu yang disenangi oleh keluarga wanita”. (HR. Abu
Dawud dan Tabrani)

‘Ulama’ Syafi’iyah mengatakan mahar manfaat adalah sah.
Kaidahnya menurut mereka adalah setiap sesuatu yang dapat menjadi
harga dalam jual beli dapat pula menjadi mahar, jika sah membeli rumah
dengan harga berupa memanfaatkan suatu tanah pertanian selama waktu
tertentu, maka begitu pula sah menjadikan manfaat tersebut sebagai
mahar. Setiap kegiatan yang diupah seperti mengajar al-Qur’an, figh dan
sebagainya, atau mengajar keterampilan seperti bertenun, menjahit, atau
menjahitkan pakaian, atau membangun rumah, atau melayani si
perempuan, meski ia merdeka, maka semua itu sah untuk menjadi mahar,
seperti halnya sah untuk menjadi harga jual beli.

4. ITmam Ahmad Hambali

Imam Ahmad Hambali membolehkan mahar dengan ayat al-Quran
atau jasa bila memang ia tidak mampu memberikan yang lain, agar tidak
ada persetubuhan antara laki-laki dan perempuan sebelum memberikan
sesuatu sebagai maharnya.

Pasangan yang hendak menikah disunahkan untuk tidak
menjalankan akad nikah kecuali setelah adanya maskawin, supaya dapat

meredam pertengkaran dan lebih bermanfaat bagi seorang istri dan bila

memang terjadi talaq sebelum bersetubuh, maka bagi seorang suami wajib

» Muhammad al-Syaukani, Nailu al Autar, Cet. I, (Mesir: Syirkah Maktabah al-Babiy
al-Halabiy wa Auladuhu, 1961), 166.
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membayar mahar yang telah disebutkan. Tetapi bila tidak menyebutkan
mahar ketika melakukan akad nikah, maka bagi sang istri tidak wajib
mendapatkan mahar tersebut, namun yang wajib baginya adalah mut’ah
(pemberian).
Dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, menerangkan tentang
mengajarkan satu surat dari al-Qur’an setelah menikah, yaitu:
538 Bkl o U ooy ade 4l Gls o) () aeadilins o Jew oo
TSN G0 55 Leled Lo
“Dari Sahl bin Sa’ud as-Sa’idi bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada
sesorang pergilah, karena aku telah menikahkan kamu dengan dia,
kemudian lelaki itu mengajarkan istrinya satu surat dari al-Qur’an”.
Seorang merdeka sah menikah dengan seorang wanita dengan
mahar melayaninya selama waktu tertentu, atau dengan mahar
mendatangkan pelayan merdeka untuk melayani mempelai wanita selama
waktu tertentu, lebih-lebih jika yang didatangkan adalah pelayan hamba
sahaya. Sah menikah dengan mahar perbuatan yang diketahui seperti
menjahit pakaian tertentu, baik ia sendiri yang menjahit atau orang lain,
jika pakaian tersebut rusak sebelum dijahit maka mempelai lelaki wajib
membayar setengah harga upahnya, meskipun ia mengeluarkan talak
sebelum berhubungan suami istri.
Menikah sah dengan mahar mengajarkan bab-bab figh atau hadits,

atau mengajarkan sesuatu yang diperbolehkan dari sastra, syair, atau

401.

** Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hambal, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t),
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mengajarkan keterampilan, kepenulisan, dan pekerjaan lainnya yang boleh
dimintakan upah, jika pengajaran tersebut tidak mungkin dilakukan
(karena suatu alasan) maka mempelai lelaki wajib menyerahkan upah
orang yang bisa mengajarkannya.

Mempelai lelaki berkewajiban memberikan upah pengajarannya,
apabila ia belum mengajarkan dan mengeluarkan talak sebelum
melakukan hubungan suami istri, serta jika talak terjadi setelah
mengajarkan maka ia bisa meminta kembali setengahnya dalam bentuk
upah jika perpisahan terjadi dari pihak mempelai lelaki, jika perpisahan
terjadi dari pihak mempelai perempuan, maka mempelai lelaki bisa
meminta kembali seluruh upahnya.”

Ulama Hanabilah berpendapat mahar adalah suatu imbalan dalam
nikah baik yang disebutkan di dalam akad atau yang diwajibkan
sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim, atau imbalan
dalam hal-hal yang menyerupai nikah seperti watha’ syubhat dan watha’
yang dipaksakan.?

Ulama Hanabilah juga mengatakan sah mahar berupa manfaat
seperti halnya mahar berupa benda. Seseorang menikah dengan seorang
wanita dengan mahar menggembalakan kambingnya atau membajak

tanahnya dan sebagainya maka mahar sah dengan syarat manfaat harus

> Abdurrahman Jaziri, Kitab al Figh, 100.
%6 al-Zuhaily, al Figh al Islamiy, 6758.
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diketahui (ma’lumah), apabila tidak diketahui (majhulah) maka

penyebutan mahar tidak sah dan diwajibkan mahar mithil*’

Cerai Gugat (Khulu’) menurut Imam Madhab
Terdapat pula beberapa perbedaan tentang khulu’yang di kemukakan

oleh para ulama:

a) Menurut pendapat madhab Hanafi
Khulu’ itu melepaskan ikatan perkawinan yang tergantung kepada
permintaan isteri dengan lafaz Khu/u’ atau yang semakna dengannya.
“Akibat akad ini baru berlaku apabila mendapat persetujuan isteri dan
mengisyaratkan adanya ganti rugi bagi pihak suami”.

b) Madhab Syafi’i
Khulu’ didefenisikan dengan perceraian antara suami isteridengan ganti
rugi, baik dengan lafaz Thalak maupun dengan menggunakan lafaz
Khulu’.

¢) Madhab Maliki
Maliki mendefenisikan Khu/u’ dengan istilah “Thalak dengan ganti
rugi”, baik datangnya dari isteri maupun dari wali dan orang lain artinya
“aspek ganti rugi sangat menentukan akad ini disamping lafaz Khu/u’itu
sendiri menghendaki terjadinya perpisahan antara suami dan isteri
dengan adanya ganti rugi tersebut, menurut pendapat ini apabila yang

digunakan adalah lafaz talak, maka harus disebutkan ganti ruginya.

2 Al Jaziriy, Kitab al Figh, 100.
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Tetapi apabila yang digunakan lafadz Khu/' maka tidak perlu
disebutkan ganti rugi, karena lafadz Khulu’ sudah mengandung
pengertian ganti rugi.

d) Mazhab Hambali
Imam Ahmad bin Hambal mendefenisikannya dengan “tindakan suami
menceraikan isterinya dengan ganti rugi yang diambil dari isteri atau
orang lain dengan menggunakan lafaldz khusus”.

Dari defenisi yang dipaparkan diatas kiranya sudah sangat jelas,
dengan demikian penulis dapat mengambil kesimpulan dari beberapa
defenisi yang telah penulis sebutkan diatas bahwa, khAu/v' merupakan
perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya atas dasar kehendak
istri dengan catatan pihak istri sanggup membayar ganti rugi (/wadh) kepada
pihak suami, yang dilakukan atas dasar adanya kesepakatan dan persetujuan
antara kedua belah pihak dengan menggunakan perkataan “cerai” atau
“khulu’” dari suaminya”. Sedangkan iwadhnya adalah segala sesuatu yang
mempunyai nilai yang dapat dijadikan sebagai mahar, serta adanya
persetujuan mengenai tebusan yang diberikan pihak isteri kepada suami dan
antara kedua belah pihak bersepakat untuk Melakukan khulu™®. Khulu’
mempunyai pengertian yang berbeda dengan thalak dan fasakh.? Dengan

demikian Khulu’ bukanlah thalak dalam arti yang khusus atau fasakh atau

% Wahbah az-Zuhaili, Figh Islam , (Jakarta:Gema Insani, 2011), Jilid 9, 418-419.
¥ Fasakh berarti “mencabut” atau “menghapus”. Maksudnya ialah perceraian yang

disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau istri atau kedua-
duanyasehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami istri dalam
mencapai tujuan. Lihat, Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam, 212 dan Abdul wahab.
Muhaimin, Aukum islam dan kedudukan perempuan dalam perkawinan dan perceraian, Gaung
Persada (GP) Press, jakarta, 2013.
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semacam sumpah, tetapi Khu/u®’ adalah semacam perceraian yang
mempunyai unsur-unsur thalak, fasakh, dan sumpah. KhAulu’ merupakan
penyerahan harta yang dilakukan oleh isteri untuk menebus dirinya dari
ikatan suaminya.’’ Dan KhAulu’juga terdapat unsur-unsur “tebusan” . Artinya
istri memisahkan dirinya dari suaminya dengan memberikan ganti rugi
kepadanya. Ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak isteri itu merupakan
hak suami yang harus ia terima dan merupakan kewajiban pihak isteri untuk

membayarnya.

% Ibid, Khuly' dikatakan mempunyai unsur thalak karena suamilah yang menentukan
jatuh atau tidak jatuhnya Khu/u'. Istri hanyalah orang yang mengajukan permohonan kepada
suaminya agar suaminya itu meng Khulu nya. hal 182.

Unsur fasakh didalam khulu’ ialah disebabkan adanya permohonan Khulu’ dari pihak istri
kepada suaminya yang timbul akibat adanya rasa kurang senang, tidak suka atau benci yang timbul
pada istri terhadap suaminya, sehingga istri berniat dan mencita-citakan terjadinya perceraian
antara keduanya, sehingga shighat KAulu’ mengandung pengertian “ penggantungan” dan ganti
rugi oleh pihak istri. Apabila suami mengatakan kepada istrinya: “Aku Khulu’ kamu dengan
‘iwadh sebesar sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)”, maka dengan ucapan suami itu tergantunglah
perceraian. Perceraian akan terjadi apabila istri telah membayar jumlah yang disyaratkan oleh
suami “penggantungan” ta’lik mempunyai unsur-unsur sumpah.

*! Muhammad Jawal Mughniyah, Figh Lima Mazhab (Ja’fari, Maliki, Hanafi, Syafi’l,
Hambali), terjemahan. Masykur AB dkk, cet-1, (Jakarta: Lentera,2002), 456.



